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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan sebagai berikut bahwa:  

1. Realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak 

selama menjalani masa pembinaan di LP Klas IIA Yogyakarta relatif baik, 

meskipun anggaran dana operasional yang sangat minim sehingga 

pemberian gizi tambahan yang belum terealisasi dengan optimal. 

Pemerintah pusat yang kurang peka terhadap institusi lembaga dibawahnya. 

Kurangnya sarana dan prasarana. Kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia. Keterbatasan-keterbatasan yang ada tersebut menyebabkan 

penyelenggaraan makanan di LP Klas IIA Yogyakarta belum terealisasi 

secara optimal. Walaupun di dalam penyelenggaraan makanan di LP Klas 

IIA Yogyakarta memakai perencanaan menu yang sudah ditetapkan oleh 

Dirjen Pemasyarakatan dengan siklus menu per 10 (sepuluh) hari, dan 

dilakukan evaluasi rutin. Pengadaan bahan makanan dilakukan oleh 

pemborong atau yang disebut supplier yang memasok bahan makanan ke 

dalam LP untuk dikelola sendiri oleh LP sesuai kebutuhan di dalam LP, 

penerimaan bahan makanan dilakukan oleh panitia penerimaan bahan 

makanan (Bama), penyimpanan bahan makanan disimpan di gudang khusus. 

Pendistribusian makanan dilakukan dengan cara desentralisasi, pengolahan 
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makanan tidak dilakukan oleh tenaga ahli dan berpengalaman dalam 

memasak. 

2. Adapun faktor penghambat realisasi hak narapidana di LP Klas IIA 

Yogyakarta untuk mendapatkan makanan yang layak, adalah sebagai 

berikut: faktor yang paling fundamental adalah anggaran dana operasional 

yang sangat minim, dan ketika bertemu dengan moralitas pejabat lembaga 

yang korup, maka kondisi ini menjadi sangat menekan biaya-biaya 

operasional yang semestinya tidak bisa dikurangi, sangat dibutuhkan banyak 

dana sedangkan dana yang ada sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tidak 

sebanding, sehingga pemberian gizi tambahan yang belum terealisasi 

dengan optimal. Pemerintah pusat yang kurang peka terhadap institusi 

lembaga dibawahnya, misalnya pengalokasian dananya tidak tepat sasaran 

dan tidak efisien karena adanya pemborosan-pemborosan karena melakukan 

tender tertutup untuk penyelenggaraan makanan di LP, yang bisa saja 

berbau KKN. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan dalam realisasi 

pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan tidak 

optimalnya penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

di LP Klas IIA Yogyakarta. 
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B. Saran 

Untuk mewujudkan hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan 

yang layak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur 

lebih lanjut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. Maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi Departemen Hukum dan HAM serta LP untuk dapat 

melakukan perbaikan, antara lain: 

1. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan proses lelang dan 

penetapan pemenang tender proyek pengadaan makanan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis, 

agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  

2. Mengenai dana operasional, pemerintah memang sudah memberikan subsidi 

untuk menunjang kualitas gizi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan makanan di LP, tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut 

perlu ditinjau ulang apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum.  

3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan 

makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Klas IIA Yogyakarta 

seperti menambah peralatan-peralatan masak di dapur, menambah tempat 

makan para Warga Binaan Pemasyarakatan, tempat sampah sesuai dengan 

standar kesehatan, penyaring makanan, dan lain-lain sehingga terjaminnya 
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kelancaran di dalam penyajian makanan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

4. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

khususnya petugas di dalam penyelenggaran makanan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan di LP Klas IIA Yogyakarta dengan cara merekrut petugas 

yang secara khusus sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing 

seperti ahli gizi dari D3 gizi dan juru masak. 

5. Perlunya meningkatkan intensitas dalam mengadakan pembinaan atau 

pelatihan-pelatihan bagi petugas penyelenggaraan makanan bagi Warga 

Binaan Pemasyarakatan sehingga mampu menciptakan petugas yang 

kompeten di dalam bidangnya. 

6. Tugas hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang 

mewajibkan mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam LP, 

termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang 

layak di dalam LP, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan 

perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, maka Hakim 

pengamat dapat menyarankan kepada Kepala LP atas usul-usul perbaikan. 

7. Kepala LP Klas IIA Yogyakarta harus memberikan tindakan tegas atau 

hukuman untuk petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dan tanggung 

jawabnya. 
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